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ABSTRAK 

Rama Dirgah, I0122301, “Urgensi Kriminalisasi Penyebaran Foto Korban 

Pembunuhan Di Media Sosial Oleh Citizen Journalism Dalam Perspektif Hukum 

Pidana Indonesia”. Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, 

dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Asrullah, S.H.,M.H. dan 

Ika Novitasari, S.H.,M.H. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang partisipasi 

publik dalam produksi dan distribusi informasi melalui media sosial. Fenomena ini 

melahirkan praktik citizen journalsm, yaitu pelaporan dan penyebaran informasi oleh 

masyarakat umum tanpa melalui mekanisme jurnalistik profesional. Meskipun 

memberikan kontribusi terhadap demokrasi informasi, praktik tersebut juga 

menimbulkan persoalan hukum ketika informasi yang disebarkan berkaitan dengan 

peristiwa tindak pidana, khususnya penyebaran foto korban pembunuhan yang 

memperlihatkan kondisi tubuh korban secara terbuka di media sosisal. Penyebaran foto 

tersebut berpotensi melangar martabat manusia, menimbulkan penderitaan psikologis 

bagi keluarga korban, serta menimbulkan persoalan mengenai batas kebebasan 

berekspresi dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalsis pengaturan 

hukum positif indonesia terhadap penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial 

oleh citizen journalism serta mengkaji urgensi kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut 

dalam prespektif kebijakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai 

larangan penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh citizen journalism. 

Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma hukum yang lebih jelas dan spesifik guna 

memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hukum terhadap 

martabat korban tindak pidana dalam era digital. 

Kata kunci: kriminalisasi, korban pembunuhan, citizen journalism, media sosial, 

kebijakan hukum pidana.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Perkembangan teknologi Informasi pada era digital telah memberikan dampak 

yang signifikan terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dalam cara 

masyarakat berkomunikasi, berinterasksi, dan memperoleh informasi. Kemajuan 

teknologi informasi melahirkan berbagai platfrom media sosial seperti, facebook, 

instagram, tiktok, dan X (twiter) yang kini menjadi bagian integral dalam kehidupan 

masyarakat modern. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan 

pendapat, membagikan informasi, serta berpartisipasi dalam ruang publik digital tanpa 

batasan ruang dan waktu.  

 Kehadiran internet dan media sosial tidak hanya mengubah cara manusia 

berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi cara memperoleh, memproduksi, dan 

menyebarluaskan informasi. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang 

memungkinkan setiap individu berperan sebagai produsen sekaligus distributor 

informasi. Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai citizen journalism, yaitu 

aktivitas penyebaran informasi oleh warga biasa tanpa melalui mekanisme jurnalistik 

profesional. 

 Citizen journalism pada satu sisi dipandang sebagai bentuk demokratisasi 

informasi karena memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk 
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menyampaikan peristiwa yang mereka alami atau saksikan secara langsung. Dalam 

banyak kasus, citizen journalism berperan penting dalam membuka informasi yang 

tidak terjangkau oleh media arus utama. Namun, pada sisi lain, praktik citizen 

journalism juga menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama ketika informasi 

yang disebarkan menyangkut peristiwa kekerasan, kejahatan serius, dan penderitaan 

korban. 

 Salah satu bentuk praktik citizen journalism yang menimbulkan persoalan serius 

adalah penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial. Foto-foto tersebut kerap 

menampilkan kondisi korban secara eksplisit, mulai dari luka berat, tubuh berlumuran 

darah, hingga kondisi jasad yang tidak lagi bernyawa. Penyebaran foto korban 

pembunuhan sering kali dilakukan dengan dalih memberikan informasi kepada publik 

atau menunjukkan fakta kejadian di lapangan. Namun, dalam praktiknya, penyebaran 

tersebut tidak jarang mengabaikan aspek kemanusiaan, martabat korban, serta dampak 

psikologis yang ditimbulkan bagi keluarga korban dan masyarakat luas. 

 Fenomena penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial menunjukkan 

adanya pergeseran nilai dalam masyarakat digital. Informasi tidak lagi diseleksi 

berdasarkan kepentingan publik yang sah, melainkan sering didorong oleh motif 

sensasionalisme, pencarian perhatian, atau peningkatan interaksi di media sosial. Dalam 

konteks ini, korban kejahatan berisiko mengalami viktimisasi sekunder, yaitu 

penderitaan tambahan akibat eksposur berlebihan terhadap kondisi pribadi dan jasadnya 

di ruang publik digital. 
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 Dari perspektif hukum pidana, pembunuhan merupakan kejahatan serius yang 

secara jelas diatur dan dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, 

persoalan muncul ketika peristiwa pembunuhan tidak hanya berhenti pada tindak 

pidana itu sendiri, melainkan diperluas melalui penyebaran dokumentasi visual berupa 

foto korban oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas jurnalistik. Penyebaran foto 

korban pembunuhan di media sosial menciptakan dimensi baru dalam penanganan 

kejahatan, karena berpotensi mengganggu proses penegakan hukum, memengaruhi 

persepsi publik, serta melanggar hak-hak korban. 

 Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai penyebaran konten di 

media sosial tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terkait perbuatan 

mendistribusikan atau mentransmisikan konten tertentu melalui sistem elektronik. 

Namun demikian, pengatur an tersebut belum secara spesifik mengatur penyebaran foto 

korban pembunuhan oleh citizen journalism, terutama dalam kaitannya dengan 

perlindungan martabat korban dan keluarga korban. 

 Selain itu, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik memberikan 

pedoman yang ketat mengenai pemberitaan yang menghormati korban kejahatan, 

termasuk larangan menampilkan gambar yang bersifat sadis atau tidak manusiawi. 

Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi insan pers dan lembaga pers yang 

tunduk pada mekanisme Dewan Pers. Citizen journalism berada di luar lingkup 
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pengaturan tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait standar 

tanggung jawab dan mekanisme sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. 

 Kekosongan hukum ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai 

efektivitas hukum pidana dalam merespons perkembangan masyarakat digital. Di satu 

sisi, kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak 

konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Di sisi lain, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan harus dibatasi 

untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, serta nilai-nilai kemanusiaan. 

Penyebaran foto korban pembunuhan yang bersifat eksploitatif berpotensi melanggar 

hak atas martabat manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan. 

 Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam 

menjerat pelaku penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial. Ketiadaan norma 

pidana yang secara tegas dan spesifik mengatur perbuatan tersebut menyebabkan 

penegakan hukum bergantung pada penafsiran luas terhadap pasal-pasal yang ada. Hal 

ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan 

hukum pidana. 

 Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji urgensi 

kriminalisasi atas penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh citizen 

journalism. Kriminalisasi dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai upaya represif 

semata, melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana untuk memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan hukum yang fundamental, yaitu martabat manusia, 
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hak korban, dan ketertiban sosial. Kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada 

pertimbangan rasional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. 

 Urgensi kriminalisasi juga berkaitan dengan meningkatnya dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh penyebaran foto korban pembunuhan. Dampak tersebut tidak 

hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan kultural. Normalisasi konten kekerasan 

di media sosial dapat menurunkan sensitivitas masyarakat terhadap penderitaan 

manusia, serta membentuk budaya konsumsi informasi yang tidak berempati. Dalam 

jangka panjang, kondisi ini berpotensi menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi 

dasar kehidupan bermasyarakat. 

 Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi merupakan salah satu 

instrumen untuk mengendalikan perilaku yang dianggap merugikan masyarakat. 

Namun, kriminalisasi harus ditempatkan sebagai “ultimum remedium”, yaitu upaya 

terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, kajian 

mengenai urgensi kriminalisasi penyebaran foto korban pembunuhan perlu 

mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan korban dan kebebasan 

berekspresi di ruang digital. 

 Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan landasan akademik bagi 

perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan 

teknologi informasi. Dengan menganalisis pengaturan hukum yang ada, kekosongan 

hukum, serta dampak sosial dari penyebaran foto korban pembunuhan oleh citizen 

journalism, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
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pengembangan hukum pidana Indonesia. Kontribusi tersebut tidak hanya bersifat 

teoritis, tetapi juga praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan 

aparat penegak hukum. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyebaran foto korban 

pembunuhan di media sosial oleh citizen journalism merupakan persoalan hukum yang 

kompleks dan multidimensional. Persoalan ini menyentuh aspek hukum pidana, hak 

asasi manusia, etika media, serta perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, 

penelitian dengan judul "Urgensi Kriminalisasi atas Penyebaran Foto Korban 

Pembunuhan di Media Sosial oleh Citizen Journalism dalam Perspektif Hukum 

Pidana Indonesia" menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna menjawab 

tantangan hukum di era digital serta memberikan arah pembaruan hukum pidana yang 

berkeadilan dan berperikemanusiaan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran foto 

korban pembunuhan di media sosial oleh citizen journalism? 
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2. Mengapa kriminalisasi penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial 

oleh citizen journalism menjadi urgen dalam perspektif kebijakan hukum 

pidana? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai pengaturan 

hukum positif Indonesia terhadap penyebaran foto korban pembunuhan di media 

sosial oleh citizen journalism di Indonesia. 

2. Untuk mengidentifikasi mengapa kriminalisasi penyebaran foto korban 

pembunuhan di media sosial oleh citizen journalism menjadi urgen dalam 

perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian   

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis, yang diterangkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akdemik di bidang hukum 

pidana dan hukum siber, khususnya yang berkaitan dengan penyalah gunaan media 

sosial serta perlindungan privasi individu di ruang digital. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi 

hukum dalam memahami bentuk kejahatan di dunia digital. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum 

dalam menggunakan media soisal secara bertanggung jawab. 

b. Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi  bahan pertimbangan 

bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. 

E. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan yang sumber datanya 

diperoleh dari berbagai perpustakaan universitas, situs hukum daring seperti Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDHI), Hukum Online, kominfo, serta sumber 

resmi lainya. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 (tiga) bulan, 

terhitung sejak tahap pengumpulan bahan hukum penyusunan laporan hasil penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi kriminalisasi 

terhadap penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh citizen journalism 

dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan hukum positif Indonesia belum secara spesifik mengatur 

larangan penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial. 

Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menunjukkan bahwa norma yang ada masih 

bersifat umum, seperti ketentuan mengenai kesusilaan, penghinaan, atau pelanggaran 

hak orang lain. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit dan khusus melarang 

penyebaran foto korban tindak pidana kekerasan, khususnya pembunuhan. Kondisi ini 

menimbulkan ketidakjelasan norma dan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik 

penegakan hukum. 
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2. Kriminalisasi Penyebaran Foto Korban Pembunuhan Di Media Sosial Oleh 

Citizen Journalism Memiliki Urgensi Yang Kuat Dalam Perspektif 

Kebijakan Hukum Pidana. 

Dari aspek sosiologis, perbuatan tersebut menimbulkan dampak serius berupa 

viktimisasi sekunder terhadap keluarga korban, pelanggaran martabat manusia, serta 

potensi normalisasi kekerasan dalam ruang publik digital. Dari aspek teoritis, perbuatan 

tersebut memenuhi kriteria kriminalisasi karena merugikan masyarakat, tidak efektif 

diselesaikan melalui mekanisme non-penal semata, serta berkaitan dengan 

perlindungan nilai fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yaitu martabat 

manusia. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma hukum yang lebih tegas dan 

spesifik guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap 

korban dan keluarganya, tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas dan kebebasan 

berekspresi. 

 B. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator) 

Perlu dilakukan perumusan norma khusus dalam revisi UU ITE atau dalam 

pengaturan hukum pidana lainnya yang secara tegas melarang penyebaran foto korban 
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tindak pidana kekerasan tanpa hak dan tanpa kepentingan publik yang sah. Perumusan 

tersebut harus memuat batasan unsur kesengajaan, bersifat delik aduan, tujuan 

penyebaran, serta dampak yang ditimbulkan, agar tidak menimbulkan 

overcriminalization. 

2. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan yang ada, aparat penegak hukum 

perlu mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban dan 

penghormatan terhadap martabat manusia, serta mempertimbangkan prinsip 

proporsionalitas dalam setiap proses penegakan hukum. 

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Citizen Journalism 

Diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum mengenai batasan 

kebebasan berekspresi di ruang digital. Praktik citizen journalism harus tetap 

memperhatikan nilai etika, kepatutan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, 

khususnya terhadap korban tindak pidana dan keluarganya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih bersifat normatif sehingga disarankan bagi penelitian 

selanjutnya untuk melakukan pendekatan empiris, misalnya dengan meneliti dampak 

psikologis terhadap keluarga korban atau efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-

kasus serupa. 
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